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ABSTRAK

Masa jabatan kepala desa kerap berubah sejak kemerdakaan Republik Indonesia,
perubahan tersebut dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan kinerja dari kepala
desa dalam membangun serta menyampaikan program pemerintah pusat terhadap
masayarakat desa. Dalam penelitian ini penulis melihat dinamika yang terjadi
terhadap perubahan masa jabatan kepala desa yang terdapat pada UU No. 19 Tahun
1965 tentang Desapraja, uu No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No.
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU No. 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana
masa jabatan kepala desa yang awalnya 8 tahun kemudian menjadi 5 tahun pasca
reformasi kemudian berubah menjadi 6 tahun dua periode, kemudian berubah
kembali menjadi 6 tahun tiga periode, dan terakhir berubah menjadi 8 tahun dua
periode.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dinamika pengaturan
mengenai masa jabatan kepala desa berdasarkan UU No. 19 Tahun 1965 tentang
Desapraja, uu No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU No. 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu juga
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis masa jabatan kepala desa didalam
UU tersebut, untuk memaksimalkan kinerja kepala desa. Jenis penelitian ini adalah
yuridis-normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Didalam penelitian ini penulis menggunakan teori Pembatasan Kekuasaan, Politik
Hukum, dan Maslahah Mursalah.

Hasil penelitian skripsi ini berdasarkan analisisnya , penulis menyimpulkan bahwa
setiap ketentuan masa jabatan dari masing-masing undang-undang memiliki
dampak baik dan buruk yang ditimbulkan. Masa jabatan yang terlalu pendek
beresiko untuk tidak maksimalnya program pembangunan desa, namun masa
jabatan yang terlampau panjang juga tidak menjamin akan terlaksananya
pembangunan desa dengan baik. Bahkan masa jabatan yang panjang juga
berpotensi terciptanya oligarki dilingkungan pemerintahan desa yang akan
menciderai nilai demokrasi. Pemerintahan yang berkuasa dalam kurun waktu yang
panjang juga akan menimbulakan kemafsadatan yang dikemudian hari berpotensi
untuk mengganggu hak-hak konstitusional masyarakat desa.

Kata Kunci: Masa Jabatan, Kepala Desa, Pembatasan Kekuasaan, Politik Hukum
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MOTTO

leas s V) L i el
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya.
(Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah, 94 : 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi
rasa sabar itu. semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang
kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-
gelombang itu yang bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

“Kesuksesan dan kebahagian terletak pada diri sendiri. Tetplah berbahagia karena
kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan
kesulitan”

(Hellen Keller)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987
Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf
Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.
A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda,
dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan

huruf latin:
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- Ba B Be
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Sa $ es (dengan titik di atas)
Jim J Je
Ha h ha (dengan titik di
bawah)
Kha Kh ka dan ha
Dal D De
Zal b Zet (dengan titik di atas)
Ra R Er
Zai Z Zet
Sin S Es
Syin Sy es dan ye
Sad $ es (dengan titik di bawah)
Dad d de (dengan titik di
bawah)
Ta t te (dengan titik di bawah)
Za v4 zet (dengan titik di
bawah)
"ain koma terbalik (di atas)
Gain G Ge
Fa F Ef




3 Qaf Q Ki

g Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

O Nun N En

B Wau W We

2 Ha H Ha

e Hamzah ] apostrof
¢ Ya Y Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

: Fathah A A
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Kasrah |

Dammah U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf

sebagai

berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
3 Fathah dan ya Al adanu
s Fathah dan wau Au adanu
Contoh:
- &5 Kataba
- db,_t_ii/ fa'ala
- d—'“} suila
- QS3 kaifa
- J»% haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
L) Fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya
LS Kasrah dan ya I I dan garis di atas
jif}_ Dammah dan wau U u dan garis di atas

Contoh:
- JE gl
- L;AJ rama
- d;ﬁ/ qﬂa

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah,
dan dammabh, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang a/ serta bacaan kedua kata itu

terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
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E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

- dJ6h.00 nazzala
- A albirr
F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf, yaitu J', namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan

atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I”” diganti
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan

di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa

sempang.
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Contoh:

- J}AJS\ ar-rajulu
eﬁﬂ-ﬂ ~ al-qalamu
- um\ asy-syamsu

A aljalalu

G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

berupa alif.

Contoh:
R ta’khuzu
- S syai’un
. ;&:f;;_ol\ an-nau’u
- oo inna

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata
lain yang mengikutinya.

Contoh:

- JAJQA&’Q};‘J'OZW'&{E Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
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B (TN - SP PAIE Y Bismillahi majreha wa mursaha
I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.
Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya.

Contoh:
- @ Galud\l Al dv yo Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Sl Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman  ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- AV, A Allaahu gaftirun rahim

J. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Iimu
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Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai

dengan pedoman tajwid.
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A.

BABI
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH
Desa merupakan unit pemerintahan di tingkat paling rendah yang terdiri dari
kesatuan masyarakat dan memiliki hak-hak berdasarkan asal-usul sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada penerapan sistem
otonomi daerah di tingkat desa yang berpedoman pada Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1 dalam undang-undang tersebut
menegaskan bahwa :
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memilki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
H.A.W Widjaja menyatakan bahwa desa memilki sistem pemerintahan yang
disebut sebagai pemerintahan desa. Pemerintahan desa ini mencerminkan
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, serta
pemberdayaan masyarakat.? Desa diberikan wewenang untuk mengelola
dan mengurus kepentingan setempat berdasarkan adat istiadat yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.?

him. 3.

! Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2 HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),

% Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan

Masyarakat Desa,” Jurnal Politik Profetik, Vol 1:1 (2013), hlm. 3



Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, pelaksanaan tugas pemerintah desa dijalankan oleh Kepala Desa, atau
disebut dengan istilah lain bersama perangkat desa. Mereka berperan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa, yang
terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, memiliki tugas untuk
menjalankan sistem kepemerintahan desa, melaksanakan pembangunan,
memberdayakan masyarakat, memberikan pelayanan, serta membina
kehidupan masyarakat desa.

Menurut  Taliziduhu Ndraha pemerintahan desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
pada prinsipnya pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional, dengan batasan wilayah dan
masyarakat desa sebagai satu kesatuan dengan menjalankan sistem
pemerintahannya yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem
dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia.*

Dalam menjalankan sistem pemerintahan desa, desa dipimpin oleh
seorang Kepala Desa yang memiliki kewajiban, hak, dan wewenang. Kepala
Desa dipilih melalui proses pemilihan umum yang dikenal sebagai

pemilihan kepala desa (Pilkades). Ketentuan mengenai pemilihan kepala

hlm. 188

4 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),



desa ini telah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yang menyatakan bahwa:

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh
wilayah Kabupaten/Kota.

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa

serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan atau berdasrkan Peraturan Pemerintah. °

Menurut Sutoro bahwa Pada dasarnya proses pemilihan Kepala
Desa memiliki kesamaan dengan pemilihan Kepala Daerah, seperti
pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Hal ini karena pemilihan Kepala
Desa juga memperlukan tahapan yang mencakup persiapan, pencalonan,
pemungutan suara dan penetapan.® Pemilihan kepala desa harus dilakukan
secara demokratis oleh masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip
pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”

Akan tetapi, masa jabatan Kepala Desa berbeda dengan masa
jabatan  Gubernur, Bupati/Walikota. Perbedaanya jika Gubernur,
Bupati/Walikota memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat
menjabat selama 2 periode, maka Kepala Desa memilki jabatan selama 8

Tahun dengan maksimal 2 Periode. Masa jabatan kepala desa ini diatur

% Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

® Sutoro Eko Yunanto, Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum
Ekonomi, (Jawa Timur: Inteligensia Intrans Publishing, 2018), hlm. 111

" Dedi Irawan dan Firmansyah Putra, “Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan
Sistem E-Votting di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun,” Limbago. Journal of
Constitutional Law, Vol. 2:1 (2022), hlm. 24



dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa:
1. Kepala desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung
sejak tanggal pelantikan.
2. Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat
paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau
tidak secara berturut-turut.®
Sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, masa
jabatan 8 tahun juga pernah berlaku berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja dengan ketentuan
mengatur masa jabatan kepala desa paling lama 8 tahun dan tidak dapat
dipilih kembali. Kemudian pada tahun 1979 ketentuan tersebut berubah
melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, yang mengatur bahwa seorang kepala desa dapat
menjabata selama 8 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa
jabatan berikutnya.

Selain itu, pengaturan masa jabatan kepala desa sebelumnya juga
diatur dalam Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa “Masa jabatan Kepala Desa

adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali

masa jabatan berikutnya”®

8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014
® Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah



Kemudian pengaturan masa jabtan kepala desa diatur kembali
Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa
menetapkan bahwa:

Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan

bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun

dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati/Walikota
menunjuk pejabat Kepala Desa. Pejabat Kepala Desa berasal dari

Pegawai Negeri Sipil di lingkunggan pemerintah daerah

Kabupaten/Kota.*

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa juga diatur bahwa
“Pemilihan kepala desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3
(tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun”.!! Hal ini menunjukkan
bahwa pengaturan masa jabatan kepala desa dalam Permendagri Nomor 65
Tahun 2017 sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014.

Ketentuan masa jabatan kepala desa yang sesuai dengan masa

jabatan Gubernur, Bupati/Walikota. Dengan ketentuan masa jabatan selama

5 tahun dan hanya dapat menjabat selama 2 periode, hanhya terdapat pada

10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneaia Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa



Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah. Pasal tersebut mengatur bahwa masa jabatan seorang kepala desa
paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan terhitung sejak tanggal
ditetapkan.

Masa jabatan Kepala Desa yang terlalu panjang tentu akan
menimbulkan berbagai efek yang kurang baik bagi pelaksanaan
pemerintahan desa. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Reza
Multazam Luthfy bahwa dampak dari masa jabatan kepala desa ialah:

Pertama, masa jabatan yang terlalu panjang dapat membuka peluang
bagi individu atau kelompok tertentu untuk menguasai sumber daya atau
aspek-aspek penting yang ada di desa. Kedua, masa jabatan yang terlalu
panjang juga dikhawatirkan dapat menyebabkan adanya kelompok
minoritas yang berkuasa dalam pemerintahan desa. Ketiga, berpeluang
menimbulkan suatu kelompok elit yang menguasai desa, sehingga timbul
hasrat mengejar keuntungan Dberjangka pendek dan cenderung
menyampingkan urusan rakyat. Selain itu, masa jabatan kepala desa yang
terlalu panjang juga dapat menghambat partisipasi warga lain dalam
pembangunan desa, yang pada akhirnya menganggu jalannya sistem
demokrasi di tingkat desa.'?

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa terdapat
inkonsistensi dalam pengaturan masa jabatan kepala desa. Termasuk dengan
di terapkannya Undang-Undang terbaru yang mengatur masa jabatan kepala
desa 8 tahun selama 2 periode. Penetapan masa jabatan tersebut

menimbulkan pro dan kontra, karena dianggap penetapan undang-undang

tersebut bukan merupakan aspirasi dari masyarakat desa melainkan dari

12 Riza Multazam Luthfy, “Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi”, Jurnal
Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48:4 (2019), hlm 323.



Kepala Desa. Sehingga penetapan undang-undang terbaru kaya akan unsur
politik, karena ditetapkan menjelang pemilu ditahun 2024.

Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis ingin melihat dinamika
yang terjadi pada pengaturan masa jabatan kepala desa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2024 tentang Desa. .

B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana dinamika pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa di
Indonesia ?
2. Bagaimana dinamika pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa di

Indonesia dalam perspektif Maslahah Mursalah?

C. TUJUAN PENULISAN
1. Tujuan Penelitian
Dari uraian di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian
ini memuat beberapa poin, yaitu:
a. Mengetahui dinamika pengaturan mengenai masa jabatan Kepala
Desa di Indonesia
b. Mengetahui dinamika pengaturan mengenai masa jabatan Kepala

Desa di Indonesia dalam prespektif Maslahah Mursalah



2. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan
manfaat untuk berbagai pihak, termasuk penuis sendiri adapun kegunan
dari penelitian ini yaitu :
a. Kegunaan Teoritis
1) Dapat mengetahui bagaimana dinamika pengaturan masa
jabatan kepala desa Di Indonesia.
2) Dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dan untuk
melakukan kajian oleh siapa saja.
3) Dapat menambah perbendaharaan (Perpustakaan) dalam Kajian
Hukum.
b. Kegunaan Praktis
Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat
bagi pendidik, mahasiswa, serta khalayak untuk dapat mengetahui
dan memperkaya cakrawala ilmu pengetahuan, sehingga dapat
menerapkannya dalam menata kehidupan.
D. TELAAH PUSTAKA
Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil atau penelitian yang telah
lalu dengan subjek yang sama dari hasil penelitian. Telaah pustaka bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan terhadap subjek
pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang

sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa



literatur yang memiliki kesamaan topik atau subjek penelitian dalam karya
ilmiah yang peneliti kaji, yaitu:

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap penelitian
terdahulu dengan tema yang sama untuk menunjang kualitas dari penelitian
ini, kemudian menyertakannya dalam penelitian ini. Seperti halnya yang
diketahui penulis bahwa, kajian pustaka memiliki peran penting dalam
menentukan tujuan dan alat (pisau analisis) penelitian dengan memilih teori
dan konsep yang tepat. Pada bagian ini memuat tentang apa yang akan dikaji
oleh peneliti secara sistematis, adapun penelitian terdahulu adalah sebagai
berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Iis Qomariyah dalam
Skripsinya di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijjaga Yogyakarta, dengan judul “Masa Jabatan Kepala Desa
Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.'® Jenis penelitian ini
merupakan penelitian lapangan mengenai masa jabatan Kepala Desa di
Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Hasil dari penelitian ini
bahwasanya pemerintahan desa Bangunharjo menggunakan Undang-
Undang No. 12 Tahun 2008 untuk menjalankan pemerintahannya.
Pengaturan masa jabatan kepala desa terdapat dalam pasal 15 ayat (1) dan

(2) yang mana mengatur masa jabatan kepala desa paling lama 10 tahun

13 Iis Qomariyah, “Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten
Bantul Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, skripsi, Fakultas
Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
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dimana jika diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
tidaklah sesuai. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan hal yang
sedang disusun oleh peneliti adalah sama membahas tentang masa jabatan
kepala desa. Perbedaan antara keduanya adalah penelitian terdahulu
mengambil studi kasus di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten
Bantul, sedangkan penelitian yang sedang disusun saat ini dalam bentuk
studi antara undang-undang terdahulu dan undang-undang terbaru.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sherly Danty Suharmartha
dalam skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan judul
“Analisis Pengaturan Periode Masa Jabatan Kepala Desa (Perbandingan
Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014).”’'* Dari penelitian tersebut, terdapat perbedaan dari
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian terdahulu
berfokus pada periode masa jabatan kepala desa, sedangkan penelitian yang
akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada masa jabatan kepala desa. Selain
itu dari penelitian terdahulu, berfokus pada dua Undang-Undang yaitu, UU
Nomor Nomor 5 Tahun 1979 dan UU Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada dinamika
pengaturan masa jabatan kepala desa. Dari penelitian terdahulu terdapat

persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu

14 Sherly Danta Sumarmartha, “Analisis Pengaturan Periode Masa Jabatan Kepala Desa
(Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014)”, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi (2023).
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Pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunkan pendekatan
peraturan perundang-undangan (statue approach,).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Riza Multazam Luthfy dalam
Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 48 No. 4, dengan judul “Masa Jabatan
Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”.*®> Adapun persamaan dengan
penelitian terdahulu ialah menggunakan pendekatan undang-undang.
Sedangkan perbedaan terdapat pada undang-undang yang digunakan dan
teori keislaman sebagai pendekatan dalam menganalisis penelitian.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Purna Hadi Swasono
dalam Skripsinya di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Analisis Figih Siyasah tentang Masa
Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf L Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014).”% Dari penelitian terdahulu terdapat persamaan
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama
meneliti mengenai masa jabatan Kepala Desa. Adapun perbedaannya
penelitian terdahulu hanya berfokus pada Pasal 33 huruf L UU Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sehingga tidak melakukan perbandingan dengan
undang-undang sebelumnya serta terdapat perbedaan dalam prespektif

keislaman yang digunakan.

15 Riza Multazam Luthfy, “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”, Jurnal
Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48:4 (Oktober 2019), him. 319-330.

18 Purna Hadi Swasono, “Analisis Figih Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi
Terhadap Pasal 33 Huruf L Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014)”, skripsi, Fakultas Syari’ah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2019).
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Kelima, penelitian yang dilakukan oleh La Ode Adnan dan Rizki
mustika Suhartono dalam Jurnal Dimensi Catra Hukum Vol. 2 No. 1, dengan
judul “Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep
Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia”.!” Persamaan
penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah
sama-sama menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif.
Perbedaan yang dapat ditemukan dari penelitian tersebut adalah tidak ada

pendekatan menggunakan teori keislaman.

E. KERANGKA TEORITIK
1. Teori Pembatasan Kekuasaan
Sebuah kekuasaan dapat dibatasi atau dikurangi berdasarkan alasan-
alasan yang sesuai dengan ketentuan konstitusi. Kekuasaan yang besar
dan tanpa batas dikhawatirkan akan disalahgunakan secara sewenang-
wenang demi kepentingan pribadi. Pembatasan kekuasaan negara
terhadap individu berarti negara tidak memiliki hak untuk bertindak
secara sepihak. Sikap atau tindakan yang dibatasi oleh hukum
menunjukkan bahwa individu maupun rakyat memiliki hak dalam

pemerintahan. 8

17 La Ode Adnan & Rizki mustika Suhartono, “Implikasi Hukum Perpanjangan Masa
Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara
Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia”, JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, Vol.
2:1 (Juni 2024), him. 142-154.

18 Cholida Hanum, “Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa
Kini, ( Salatiga: IAIN Salatiga Press, 2020) hlm. 9.
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Dalam negara demokrasi, pembatasan kekuasaan didasarkan pada
prinsip konstitusionalisme yang menekankan pentingnya pembatasan
kekuasaan. Batasan ini telah diatur dalam konstitusi negara, sesuai
dengan pemahaman konstitusionalisme. Menurut john locke perlunya
pembatasan kekuasaan pemerintah muncul sebagai tanggapan terhadap
kesewenang-wenangan para penguasa yang telah merampas hak serta
kebebasan asasi warga pada masa peralihan abad ke-17 dan ke-18, untuk
mencegah terulangnya pengalaman pahit tersebut, diperlukan
pembatasan kekuasaan pemerintahan, termasuk pembatasan masa
jabatan. ¥ Secara sederhana, pembatasan kekuasaan diberlakukan untuk
memastikan pemerintahan berjalan dengan tertib.

Pembatasan kekuasaan dianggap sebagai salah satu cara paling
efektif untuk mengelola kekuasaan di era modern. Dengan adanya
pembatasan tersebut maka akan tercipta kondisi yang mampu
menumbuhkan rasa aman, karena adanya pembatasan kekuasaan
terhadap masa jabatan. Konsep pembatasan kekuasaan penulis jadikan
teori untuk menjawab rumusan masalah pertama.

2. Teori Politik Hukum
Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi mengenai
hukum yang akan diterapkan, baik melalui pembuatan hukum baru

maupun penggantian hukum lama, untuk mencapai tujuan negara.

19 Ro’is Alfauzi & Orien Effendi "Pambatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham
Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi", Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam,
Vol. 7.2 (2020), hlm. 115-116.
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Politik hukum meliputi pembuatan dan pembaruan materi hukum agar
sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan ketentuan hukum yang
sudah ada, termasuk penguatan fungsi lembaga dan pembinaan para
penegak hukum.?°

Setiap regulasi hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu
memiliki tujuan tertentu. Dengan menggunakan konsep politik hukum,
tujuan dari pembuatan suatu regulasi hukum harus sejalan dengan tujuan
negara, sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945. Teori politik hukum bersama konsep
pembatasan kekuasaan akan dijadikan penulis pisau analisis dalam
membedah rumusan masalah pertama dipenelitian ini.

3. Teori Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata Maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah
dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang
berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan
menolak kerusakan.?! Kata al-Maslahah adalah sama seperti lafadz al-
manfa’at yang memiliki arti baik dari segi wazannya yaitu sama-sama
berbentuk kalimat dasar. Keduanya memiliki arti manfaat, seperti
menghasilkan kenikmatan atau faedah serta mencengah atau penjagaan

seperti menjauhi kemudharatan.?®> Sedangkan istilah “A/-Mursalah”

20 Adam Setiawan dkk, Politik Hukum Indonesia; Teori dan Praktik, cet. ke-1 (CV. Pena
Persada, 2020), him. 13

2L Munawar Kholil, Kembali Kepada Al-Qur’an dan as-Sunnah, (Jakarta: Bulan Bintang,
1995), him. 43.

22 Rachmat Syafi’e, Ilmu Ushul Fikih untuk UIN, STAIN, PTS, (Bandung: CV Pustaka Setia,
2010), him. 11.
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berarti “terlepas” atau dalam arti sebenarnya “bebas” dan ketika
digabungkan dengan Maslahah istilah ini mengandung makna terlepas
atau bebas dari penjelasan yang menunjukkan apakah sesuatu itu boleh
atau tidak untuk dilakukan

Menurut Asy-Syatibi, ditetapkannya hukum syara’ yaitu
untuk memberikan kemaslahatan. Pada prinsipnya Maslahah Mursalah
adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka
memelihara tujuan-tujuan syara’. Imam Al-Ghazalt memandang bahwa
suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun
bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan
manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi
sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang
dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak
dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan syara’
yang hanya dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu : memelihara
agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Jadi apabila seseorang
melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memenuhi kelima
aspek tujuan syara’ tersebut, maka dinamakan Maslahah Mursalah.

Dibuatnya suatu aturan tentu agar dapat ditaati oleh semua
orang sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman, damai, dan

tentram bagi lingkungan maupun masyarakat.
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F. METODE PENELITIAN
Metode secara harfiah memiliki arti “cara”.?® Sedangkan dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Metode merupakan cara teratur yang
digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan
yang dikehendaki.?* Fungsi metode adalah sebagai panduan dalam
melaksanakan pekerjaan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan atau menyelesaikan masalah dengan benar.

Sedangkan penelitian menurut (KBBI) merupakan penyelidikan
suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan
pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru. Dengan
demikian, yang disebut dengan ‘metode penelitian’ merupakan cara mencari
dan menemukan pengetahuan yang benar serta dapat dipakai untuk
menjawab suatu permasalahan.

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian yuridis normatif atau
kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah sumber bacaan atau
literatur seperti buku, jurnal elektronik maupun cetak, penelitian-penelitian
dalam bentuk skripsi, tesis atau sumber-sumber lain yang berkaitan
dengan pengaturan masa jabatan kepala desa dalam peraturan
perundang-undangan, yurisprudensi, serta produk hukum lainnya yang

berkaitan, atau kemudian disajikan dalam bentuk tulisan.

28 Sulistyowati Irianto dan Shidarta, METODE PENELITIAN HUKUM: Konstelasi dan
Refleksi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), him. 97.
24 https://kbbi.web.id/metode, Akses 07 Maret 2024.
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2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan sering diartikan sebagai upaya untuk menciptakan
hubungan dengan orang atau dengan metode untuk mencapai
pemecahan masalah atas isu yang diteliti. Dalam penelitian hukum
terdapat beberapa pendekatan yang digunakan peneliti untuk
mendapatkan informasi tentang permasalahan yang sedang dikaji.
Begitupun dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu:
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach).
Pendekatan  peraturan  perundang-undangan digunakan untuk
menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan terkait
pemerintahan dan desa, pendekatan ini digunakan untuk menyelaraskan
antara pemerintah pusat dan pemerintah desa.

3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian 1ini merupakan penelitian hukum normatif, maka
pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Teknik pengumpulan
data dalam studi dokumen adalah dengan cara mengkaji substansi atau
isi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan,
buku-buku, karya ilmiah, dokumen resmi, artikel jurnal, koran, dan
majalah, serta dokumen melalui internet.

4. Bahan Hukum
Penelitian ini menggunakan jenis data yang terbagi menjadi tiga, bahan
hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer
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Bahan hukum primer yang terdiri dari aturan resmi peraturan

perundang-undangan, yurisprudensi, traktar, serta produk hukum

lainnya, yang mana dalam hal ini penulis memakai peraturan

mengikat mengenai pengaturan masa jabatan kepala desa yang

terdapat dalam :

1.

2.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan

Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa.
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10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXI1/2024.
b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber penelitian hukum, sumber hukum sekunder berupa

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi seperti buku teks,skripsi, artikel, jurnal-jurnal
hukum, hasil karya ilmiah,dan data-data dari internet yang berkaitan
dengan penelitian ini.

c. Bahan Non Hukum

Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum pelengkap yang

berfungsi sebagai penjelas bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yang dalam hal ini bahan hukum tersier yang dipakai ialah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Naskah Akademik.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Deskripsi Penyusunan alur skripsi ini akan peneliti uraikan secara eksplisit
sesuai dengan pokok bahasan dan akan peneliti uraikan per-bab, penulisan
skripsi ini terdiri dari Bab I sampai Bab V, yaitu :

Bab I, Pendahuluan merupakan bagian yang menjawab mengapa
penelitian ini dilakukan. Pada bagian ini terdiri atas: latar belakang dan
pemaparan isu serta penjabaran masalah kemudian terangkum dalam
rumusan masalah. Kemudian juga memuat tentang tujuan, dan manfaat
penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan juga

sistematika pembahasan skripsi.
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Bab II, membahas tinjauan teori-teori yang berhubungan dengan
permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan secara
teoritis mengenai teori pembatasan kekuasaan, teori politik hukum, dan teori
Maslahah Mursalah beserta komponen pembahasannya.

Bab III, berisi penjabaran mengenai dinamika pengaturan masa
jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang
Desapraja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Bab 1V, berisi pembahasan dan hasil analisis. Dalam bab ini akan
menguraikan pembahasan hasil analisis terkait dengan fokus penelitian dan
rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini mengenai
kelebihan serta kekurangan pengaturan masa jabatan kepala desa dari
masing-masing undang-undang tersebut.

Bab V; berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan berisi poin-poin
dari hasil penelitian dan saran berisi rekomendasi dari hasil penelitian yang

telah dilakukan.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis dinamika masa jabatan kepala desa

penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1.

Dari dinamika undang-undang yang mengatur masa jabatan kepala desa
di Indonesia, masing-masing undang-undang memiliki dampak positif
dan negatif yang ditimbulkan, baik dari Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Berdasarkan hasil analisis peneliti melihat masa jabatan yang terlalu
singkat akan menyebabkan kegagalan untuk mencapai visi dan misi
dalam membangun desa. Namun masa jabatan yang terlalu panjang
juga tidak baik untuk kesehatan demokrasi dilingkungan desa, karena
tidak menjamin pembangunan desa akan berjalan dengan baik dan lebih
besar berpotensi untuk menyuburkan oligarki dan korupsi di desa.
Sehingga baik masa jabatan 6 tahun maupun 8 tahun memiliki
kelebihan dan kekurangganya masing-masing, akan tetapi peniliti
melalui konsep pembatasan kekuasaan dan politik hukum cenderung

kepada masa jabatan kepala desa yang terdapat pada ketentuan Pasal 39

86



87

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperjelas oleh
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XI1X/2021.

2. Berdasarkan konsep Maslahah Mursalah masa jabatan kepala desa
setiap dinamika undang-undang yang mengatur masa jabatan kepala
desa memiliki manfaat dan mudharat. Melalui kaidah Dar ul mafasid
muqoddamu ‘ala jalbi al-masholih, peneliti melihat masa jabatan yang
terlalu panjang rentan akan menimbulkan kemafsadatan yang besar
apabila  dibandingkan kemanfaatannya. @ Kemudharatan yang
ditimbulkan dapat mengancam nilai demokrasi pada lingkungan
pemerintahan desa, bahkan dapat mengancam hak-hak konstitusional
warga desa. perpanjangan masa jabatan kepala desa yang kental akan
nuansa politik juga dapat berpotensi mengembalikan status kepala desa
sebagai alat politik pemerintahan pusat sebagaimana yang diberlakukan
pada era orde baru, yang penulis anggap sebagai era otoriter dan harus
dihindari.

B. Saran
Setelah penulis menganalisis dan memahami kelebihan dan kekurangan dari
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, penulis akan memberikan

saran masukan sebagai berikut:

1. Kepada Presiden republik Indonesia, sekiranya dapat mengevaluasi
melalui kinerja kepala desa diseluruh wilayah Indonesia melalui

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Evalausi dapat
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mencakup program yang telah dilakukan kepala desa selama
menjabat.

. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai lembaga yang
memiliki fungsi legislasai DPR harus mempertimbangkan undang-
undang yang akan dibuat. DPR harus mempertimbangkan undang-
undang tersebut menguntungkan masyarakat atau hanya golongan
tertentu, karena ditangan DPR lah undang-undang baiak atau buruk
dapat diciptakan.

. Kepada seluruh warga desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, untuk selalu mengontrol dan mengkritik kinerja
kepala desa agar program pembangunan desa dapat tercapai
sebagaimana yang dicita-citakan. Apabila warga desa mendapati
kepala desa malakukan hal yang tidak dibenarkan didalam hukum,
masyarakat dapat melaporkan ke Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal atau kepihak berwajib. Terakhir apabila
masyarakat desa merasa masa jabatan kepala desa yang berlaku saat
ini memberikan banyak merugikan, masyarakat desa dapat
mengambil langkah hukum dengan mengajukan judicial review ke

Mahkamah Konstitusi.
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